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Abstract : This study aims to: analyze the implementation of the cash disbursement system and 

procedure at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency in 

accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020. The 

variables of this study is the cash disbursement system and procedure as a single variable. The 

focus of this study is to analyze the implementation of the cash disbursement system and procedure 

at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Majene Regency whether it have been 

implemented in accordance with the applicable regulations in the Regulation of the Minister of 

Home Affairs (Permendagri) No. 77 of 2020. The data coection techniques used are observation, 

interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was a qualitative 

descriptive method in the form of data collection, data reduction, data presentation, data analysis 

and verification and drawing conclusion. The results of this study indicate that the implementation 

of the cash disbursement system and procedure at the Regional Disaster Management Agency 

(BPBD) of Majene Regency is in accordance with the regulations of the Minister of Home Affairs 

Regulation No. 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management. 

In the implementation of cash expenditures have been supported by reated documents, namely the 

Fund Provision Letter (SPD), Payment Request Letter (SPP), Payment Order Letter (SPM), Fund 

Disbursement Order Letter (SP2D), and Accountabiity Letter (SPJ). 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur 

pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene sudah 

sesuai dengan aturan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Variabel penelitian ini adalah sistem dan 

prosedur pengeluaran kas sebagai variabel tunggal. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis 

penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Majene apakah sudah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 tahun 2020. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif berupa pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene sudah sesuai dengan aturan 

Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam 

pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen terkait yaitu Surat Penyediaan 

Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

Kata kunci :  Penerapan, Sistem, Prosedur, Pengeluaran Kas 
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PENDAHULUAN  

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan di era reformasi saat ini di negara 

mana pun, termasuk Indonesia. Semua instansi pemerintah daerah wajib menyusun laporan 

pertanggungjawaban dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari laporan 

pertanggungjawaban adalah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Kapoh & Pusung, 2021). 

Salah satu instansi pemerintah daerah yang ada yaitu Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi penanggulangan bencana di daerah (Utari et a., 2014). Di Indonesia, khususnya 

Kabupaten Majene sering terjadi bencana bahkan bencana yang terjadi cukup beragam baik 

jenis maupun skaanya (magnitude). Di samping bencana alam, juga rawan terhadap bencana 

yang diakibatkan oleh ulah manusia. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kerugian yang 

sangat besar terhadap harta benda dan prasarana sehingga memerlukan dana yang cukup 

besar untuk memperbaikinya kembali.  

Dana yang digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana diperoleh dari 

APBN (Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara) dan dijadikan sebagai kas pada BPBD 

sehingga harus dipertanggungjawabkan aliran kas yang telah dikeluarkan kepada Inspektorat 

dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPBD harus mencatat dengan baik dan benar 

pengeluaran kas yang terjadi akibat adanya aktifitas kantor berupa administrasi perkantoran 

serta dalam menangani bencana mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat hingga pasca 

bencana. Semua itu harus dikendalikan dengan sistem yang baik sehingga pengeluaran yang 

dilakukan dapat mencapai tujuan dari instansi BPBD. Sistem pencatatan pengeluaran kas 

merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang dibuat untuk mempermudah dalam 

pencatatan dari setiap transaksi operasional di BPBD (Ibrahim & Saadi,  2014) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene mempunyai 

sistem dan prosedur pengeluaran kas yang baik jika instansi tersebut menerapkan sesuai 

aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, karena bila instansi tidak memiliki suatu sistem dan prosedur 

pengeluaran kas yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau 

penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Tetapi BPBD 

Kabupaten Majene mempunyai permasaahan yang terjadi yaitu terhambatnya pencairan 

dana UP/GU/TU/S dikarenakan surat pengajuan pencairan dana (SP2D) tidak dibayarkan 

sesuai yang diajukan. Hal ini akan menghambat tugas/pekerjaan dari instansi yang 

bersangkutan karena belum mendapatkan dana yang diajukan. 

Pengeloalan keuangan daerah pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Peraturan ini dijabarkan lebih lanjut daam Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD 

yang mencakup pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah. Permendagri tersebut menjelaskan sistem dan 

prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh 

pemerintah daerah dimana penyajian laporan keuangan dalam sistem dan prosedur keuangan 

daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan 

pemerintah (Rondonuwu et a., 2020) 

Mekanisme pengeluaran kas memiiki sistem dan prosedur yang harus sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu 
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urutan kegiatan kerikat biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang 

berulang-ulang (Mahmud et a., 2016).  

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam 

melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah (Mahmud 

et a., 2016). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan 

dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Sistem 

pengeluaran kas pada suatu lembaga pemerintah daerah sangat penting karena kas adalah 

aset yang paling mudah berubah dibandingkan aset lain, sehingga kas merupakan alat 

pembayaran yang mudah digunakan karena selalu tersedia untuk memudahkan jalannya 

operasional dari suatu lembaga/Instansi pemerintah daerah (Rondonuwu et a., 2020). 

Kas merupakan aset lancar yang sering disalahgunakan serta sering direkayasa (mark 

up) oleh orang-orang yang berkompeten terutama dalam hal pengeluaran kas sehingga untuk 

menghindari semua bentuk kecurangan, korupsi, penggelapan, manipulasi dan 

penyalahgunaan kekayaan negara atas kas serta untuk lebih meningkatkan 

pertanggungjawaban, maka dibuatlah sistem dan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan 

oleh pemerintah yang tertuang dalam UU serta peraturan yang terkait yaitu Permendagri No. 

77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijadikan sebagai 

pedoman dasar dalam pengelolaan keuangan baik pengeluaran ataupun penerimaan kas 

(Hutahaean & Winata, 2020).  

Kegiatan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu 

melakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui bahwa sistem dan prosedur yang 

dilakukan apakah efektif atau tidak untuk dilaksanakan dan juga untuk memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan atau menindak lanjuti atas temuan-temuan yang telah 

diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini juga dimaksudkan 

khususnya bagian bendahara dapat melakukan proses pencatatan transaksi pengeluaran kas 

dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal penyampaian informasi, 

baik dalam hal memasukkan data, pencairan data, pembuatan laporan. Dalam pengeluaran 

kas juga masih sering ditemukan masalah seperti human error seperti salah memasukan 

data/kesalahan interpretasi angka, kendala jaringan pada saat akan mengupload laporan di 

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang merupakan situs resmi BPKP. Maka 

dari itu, perlu dilakukan analisis setiap saat manakala hasil analisa resiko terhadap proses 

pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan masih ditemukan potensi masalah yang akan 

timbul (Masanae et a., 2022). 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang memfokuskan pada permasalahan  

pengeluaran kas seperti yang dilakukan oleh Ismail et.al., (2023)  dimana hasil yang 

diperoleh menyatakan bahwa penerapan sistem dan prosedur di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Suawesi Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.Persamaan penelitian 

sebelumnya dengan peneitian saat ini adalah sama-sama menggunakan variabel sistem dan 

prosedur pengeluaran kas. Hermeinda et al., (2021) dengan hasil penelitian ini menunjukkan  

bahwa  sistem  akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas telah   sesuai   dengan sistem   

akuntansi   yang   seharusnya   yaitu   terdapat otorisasi terhadap transaksi yang terjadi dari 

pihak yang berwenang, terdapat pemisahan fungsi dan mempunyai sistem pengendaian 

internal yang baik . Penelitian Rajab (2021) dimana hasil penelitian ini menunjukkan 

Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran kas yang dilakukan oleh BPKAD sudah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No. 12 Tahun 2019. 

Sistem dan Prosedur Pengeuaran Kas 
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Serangkaian  aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait secara terus menerus 

yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Sistem  dan prosedur 

pengeluaran  kas merupakan kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-

catatan, prosedur-prosedur serta alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan 

perusahaan untuk menangani pengeluaran kas Romney & Steinbart (2015). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan teknik Anaisis Deskriptif Kuaitatif. Desain penelitian 

merupakan planning dari sebuah penelitian yang berfungsi sebagai pedoman atau urutan dari 

sebuah penelitian sebagai sebuah prosedur dalam melakukan suatu penelitian, agar 

penelitian berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis kemudian diperlukan sebuah 

perencanaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur 

Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene 
 

Pembahasan 

Pelnelliti tellah me llakulkan pelnellitian pada Badan Pelnanggullangan Belncana Dae lrah 

(BPBD) Kabu lpateln Majelnel. Dipelrolelh data atau l informasi yang digu lnakan selbagai bahan 

pelnellitian. Sistelm dan proseldulr pelngellularan kas yang dite lrapkan ole lh BPBD Kabu lpate ln 

Majelnel tellah selsu lai delngan Pelrmelndagri No. 77 Tahu ln 2020. Be lrikult rincian melngelnai 

pelnelrapan sistelm dan proseldulr pelngellularan kas yang dite lrapkan olelh Badan 

Pelnanggullangan Belncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel, antara lain: 

Sistelm Pelngellularan Kas pada Badan Pe lnanggu llangan Belncana Dae lrah (BPBD) 

Kabulpateln Majene 
l 
Badan Pelnanggu llangan Belncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel te llah 

melnggulnakan aplikasi yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 l yaitu aplikasi l 

SIPD RI yang dimana aplikasi te lrselbult melncaku lp pelncatatan Su lrat Pelrmintaan Pelmbayaran 

(SPP), Sulrat Pelrintah Melmbayar (SPM) dan Su lrat Pelrintah Pelncairan Dana (SP2D). Se llulrulh 

pelncatatan telrselbu lt melnghasilkan laporan relalisasi anggaran yang pe llaporannya dilaku lkan 

rultin seltiap bullan agar aktivitas pe lncairan dana keldelpannya dapat be lrjalan delngan baik. 

Proseldulr Pelngellularan Kas pada Badan Pe lnanggu llangan Belncana Dae lrah (BPBD) 

Kabulpateln Majelnel 

Sulrat Pelnyeldiaan Dana (SPD) 

Sulrat Pelnyeldiaan Dana (SPD) adalah doku lmeln yang ditelrbitkan olelh BULD/kulasa BULD 

yang melnyatakan te lrse ldianya dana u lntu lk mellaksanakan kelgiatan se lbagai dasar pelnelrbitan 

SPP. ULntulk me lndapatkan SPD, pelnggu lna/ku lasa pelnggulna anggaran me lngaju lkan 

pelrmohonan pelnyeldiaan dana kelpada BULD. Karelna fulngsi dari SPD se lbagai informasi 

keltelrseldiaan dana pada BU LD maka frelkulelnsi pelnelrbitan SPD telrgantu lng kelbijakan masing-

masing daelrah. Proseldulr pelnelrbitan SPD di BPBD Kabu lpateln Maje lnel tellah selsulai delngan 

Pelrmelndagri No. 77  Tahu ln  2020  telntang  Peldoman  Telknis  Pe lngellolaan  Kelulangan  

Daelrah,  bahwa  tahap pelrmullaan  dari  pelncairan  dana  anggaran  kas  u lmulm  daelrah  dalam  

APBD,  dilaksanakan belrdasarkan pada SPD. 

Sulrat Pelrmintaan Pelmbayaran (SPP) 

Sulrat Pelrmintaan Pe lmbayaran yang disingkat de lngan SPP adalah doku lmeln yang 

ditelrbitkan olelh be lndahara pelngellularan u lntu lk me lngaju lkan pelrmintaan pe lmbayaran. Su lrat 

Pelrmintaan Pelmbayaran (SPP) te lrdiri dari:  

1) SPP ulang pelrse ldiaan (SPP-ULP);  

2) SPP ganti ulang (SPP-GUL);  

3) SPP tambahan u lang (SPP-TUL); dan  
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4) SPP langsulng (SPP-LS);  

SPP ULP adalah doku lmeln yang diaju lkan olelh belndahara pelngellu laran ulntu lk pelrmintaan 

ulang mu lka kelrja yang be lrsifat pe lngisian kelmbali (relvolving) yang tidak dapat dilaku lkan 

delngan pelmbayaran langsu lng. SPP-GUL adalah doku lmeln yang diaju lkan olelh belndahara 

pelngellularan u lntu lk pelrmintaan pelngganti u lang pelrseldiaan yang tellah digu lnakan. SPP-TUL 

adalah dokulmeln yang diaju lkan olelh belndahara pelngellularan u lntu lk pelrmintaan tambahan 

ulang pelrse ldiaan gu lna mellaksanakan kelgiatan SKPD yang belrsifat me lndelsak dan tidak dapat 

digu lnakan ulntu lk pelmbayaran langsu lng dan u lang pelrseldiaan. SPP-LS adalah doku lmeln yang 

diajulkan olelh belndahara pelngellularan ulntu lk pelrmintaan pelmbayaran langsu lng kelpada pihak 

keltiga atas dasar pe lrjanjian kontrak kelrja ataul sulrat pelrintah kelrja lainnya dan pe lmbayaran 

gaji PNS dan Non-PNS. Proseldulr pelngaju lan SPP di Badan Pelnanggu llangan Belncana Daelrah 

(BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah se lsulai delngan Pelrmelndagri No. 77  Tahu ln  2020  te lntang  

Peldoman  Telknis  Pelngellolaan  Kelulangan  Daelrah. 

Sulrat Pelrintah Melmbayar (SPM) 

Sulrat Pelrintah Melmbayar yang disingkat SPM adalah doku lmeln yang 

digu lnakan/ditelrbitkan ole lh pelnggulna anggaran u lntu lk pelnelrbitan SP2D atas be lban 

pelngellularan DPA-SKPD. Prosels pelnelrbitan SPM adalah tahapan pe lnting dalam 

pelnataulsahaan pelngellularan yang melrulpakan tahap lanju ltan dari prosels pelngaju lan SPP. SPM 

julga dibeldakan me lnjadi 4 (elmpat) selsulai de lngan jelnis SPP-nya, yaitu l SPM-ULP, GUL, TUL, 

dan LS.  

SPM-ULP adalah doku lmeln yang ditelrbitkan ole lh pelnggulna anggaran/ku lasa pelnggulna 

anggaran ulntu lk pelnelrbitan SP2D atas be lban-belban pelngellularan DPA-SKPD yang 

dipelrgulnakan selbagai u lang pelrseldiaan u lntu lk melnadanai kelgiatan. SPM-GUL adalah 

dokulmeln yang dite lrbitkan olelh pelnggu lna anggaran/ku lasa pelnggu lna anggaran u lntu lk 

pelnelrbitan SP2D atas be lban pelngellularan DPA-SKPD yang dananya dipe lrgulnakan u lntu lk 

melngganti u lang pelrseldiaan yang te llah dibe llanjakan. SPM-TUL adalah doku lmeln yang 

ditelrbitkan olelh pelnggulna anggaran/ku lasa pelnggulna anggaran u lntu lk pelnelrbitan SP2D atas 

belban pelngellularan DPA-SKPD, karelna kelbu ltulhan dananya mellelbihi dari ju lmlah batas pagu l 

ulang pelrseldiaan yang te llah diteltapkan selsu lai delngan keltelntu lan. SPM-LS adalah doku lmeln 

yang ditelrbitkan olelh pelnggulna anggaran/ku lasa pelnggulna anggaran u lntu lk pelnelrbitan SP2D 

atas belban pe lngellularan DPA-SKPD kelpada pihak keltiga ataul gaji PNS dan Non-PNS. 

Proseldulr pelnelrbitan SPM di Badan Pelnanggu llangan Belncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln 

Majelnel tellah selsu lai delngan Pelrmelndagri No. 77  Tahu ln  2020  te lntang  Pe ldoman  Te lknis  

Pelngellolaan  Kelulangan  Daelrah. 

Sulrat Pelrintah Pelncairan Dana (SP2D) 

Sulrat Pelrintah Pelncairan Dana (SP2D) ditelrbitkan belrdasarkan SPM yang dite lrima olelh 

BULD. SP2D adalah doku lmeln yang dipelrgulnakan u lntu lk melngellularkan dana, dan dite lrbitkan 

hanya ulntu lk satu l Su lrat Pelrintah Melmbayar (SPM) tu lnggal. Selbellulm mellakulkan pelnelrbitan, 

BULD akan melnelliti kellelngkapan dokulmeln yang diaju lkan, pelrhitulngannya belnar dan mellihat 

apakah pe lngellularan yang diminta me llampau li pagul anggaran yang te lrseldia ataul tidak. 

Apabila telrvelrifikasi selcara melnyellulrulh dan sah, BULD akan melngellu larkan SP2D.  

Proseldulr pelne lrbitan SP2D di Badan Pe lnanggullangan Belncana Dae lrah (BPBD) 

Kabulpateln Majelnel te llah selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77  Tahu ln  2020  telntang  Pe ldoman  

Telknis  Pelngellolaan  Kelulangan  Daelrah. Tetapi, saat proses pencairan dana terjadi 

keterlambatan dikarenakan dana sesuai surat SP2D yang telah diajukan tidak dibayarkan. 

Dampak yang terjadi akibat hal tersebut adalah menghambat tugas/pekerjaan dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene karena belum mendapatkan 
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dana yang telah diajukan. Saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah BPBD Kabupaten 

Majene setelah surat SP2D diajukan sebaiknya rutin menanyakan tindak lanjut dari surat 

tersebut agar tidak terjadi lagi hal seperti itu. 

Sulrat Pelrtanggulngjawaban (SPJ) 

Sulrat Pelrtanggu lngjawaban (SPJ) me lru lpakan doku lmeln yang me lnjellaskan pelnggulnaan 

dana – dana yang dikellola olelh belndahara pe lngellularan. Belndahara pe lngellularan selcara 

administratif wajib me lmpelrtanggulngjawabkan pelnggulnaan u lang pelrseldiaan/ganti ulang 

pelrseldiaan/tambah u lang pelrseldiaan kelpada kelpala SKPD mellaluli PPK-SKPD paling lambat 

tanggal 10 bullan belrikultnya. Proseldulr pelmbuatan SP2D di Badan Pelnanggullangan Belncana 

Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77  Tahu ln  2020  

telntang  Peldoman  Telknis  Pelngellolaan  Ke lulangan  Daelrah. 
 

Hasil Penelitian 

Hasil Pelnellitian yang dibu lat belrdasarkan hasil obselrvasi, wawancara, dan doku lmelntasi 

selrta pelrbandingan delngan pelnellitian selbellu lmnya. Pelnelrapan sistelm dan prose ldulr akulntansi 

pelngellularan kas pada Badan Pelnanggullangan Belncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelne l 

tellah melnelrapkan siste lm dan proseldulr pelnge llularan kas selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77 

Tahuln 2020 telntang Peldoman Telknis Pelngellolaan Kelulangan Daelrah. 

Adapuln ulntu lk sistelm yang digu lnakan olelh BPBD Kabu lpateln Maje lnel yaitu l aplikasi 

SIPD RI (Siste lm Informasi Pe lmelrintah Daelrah Relpulblik Indonelsia) yang diatu lr dalam 

Pelrmelndagri No. 70 tahu ln 2019 telntang Siste lm Informasi Pelmelrintahan Daelrah, SIPD RI 

yang dirancang le lbih adaptif, relponsif, dinamis, inovatif dan aku lntabell. Pelnggulnaan SIPD 

RI ju lga dipelrkulat de lngan Su lrat ELdaran Selkjelnd Kelmelndagri Nomor 600.54/48/SJ telntang 

Implelmelntasi SIPD RI. Dae lrah diarahkan u lntu lk melnyulsuln pelre lncanaan, pe lnganggaran, 

pelnataau lsahaan, dan aku lntansi pellaporan mellaluli SIPD-RI. Seldangkan, u lntu lk proseldulr yang 

dilakulkan olelh BPBD Kabu lpateln Majelnel yaitu l selbagai belrikult : 

Sulrat Pelnyeldiaan Dana (SPD) 

Proseldulr pelnelrbitan SPD yang dilaku lkan olelh Badan Pelnanggu llangan Belncana Dae lrah 

(BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77 Tahu ln 2020 telntang 

Peldoman Telknis Pelngellolaan Kelulangan Daelrah. Hal telrselbult selsulai delngan pelnellitian 

selbellulmnya yang dilaku lkan Ismail elt.al., (2023) 

delngan hasil pelnellitian proseldulr pelnelrbitan SPD yang te llah ditelrapkan olelh Badan 

Pelrelncanaan Pelmbangulnan Daelrah Provinsi Su llawelsi ULtara tellah selsulai delngan 

Pelrmelndagri Nomor 77 Tahu ln 2020. 

Sulrat Pelrmintaan Pelmbayaran (SPP) 

Proseldulr pelngaju lan SPP-ULP/GUL/TUL/LS yang dilaksanakan ole lh Badan 

Pelnanggullangan Belncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah melngikulti Pelrmelndagri 

No. 77 Tahuln 2020 telntang Peldoman Telknis Pelngellolaan Kelu langan Daelrah, dimana PPTK 

akan melnyeldiakan se lkaligu ls melnandatangani doku lmeln-dokulmeln pelndulkulng SPP-

ULP/GUL/TUL/LS kelmuldian melnyelrahkannya pada belndahara pelngellularan. Hal telrselbult selsulai 

delngan pelnellitian se lbellulmnya yang dilaku lkan Ismail elt.al., (2023) delngan hasil pelnellitian 

proseldulr pelngaju lan SPP-LS yang tellah ditelrapkan olelh Badan Pelrelncanaan Pelmbangulnan 

Daelrah Provinsi Su llawelsi ULtara tellah selsulai delngan Pelrmelndagri Nomor 77 Tahu ln 2020. 

Sulrat Pelrintah Me lmbayar (SPM) 

Proseldulr pelnelrbitan SPM- ULP/GUL/TUL/LS yang dilaksanakan ole lh Badan 

Pelnanggullangan Be lncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah selsulai delngan 

Pelrmelndagri No. 77 Tahuln 2020 telntang Peldoman Telknis Pelngellolaan Kelulangan Daelrah. 
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Hal telrselbu lt selsu lai delngan pelnellitian se lbellulmnya yang dilaku lkan Ismail e lt.al., (2023) 

delngan hasil pelnellitian proseldulr pe lnelrbitan SPM-LS yang tellah ditelrapkan olelh Badan 

Pelrelncanaan Pelmbangulnan Daelrah Provinsi Su llawelsi ULtara tellah selsulai delngan 

Pelrmelndagri Nomor 77 Tahu ln 2020. 

Sulrat Pelrintah Pelncairan Dana (SP2D) 

Proseldulr ulntu lk melnelrbitkan SP2D ole lh Badan Pelnanggullangan Belncana Daelrah 

(BPBD) Kabu lpateln Majelnel tellah selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77 Tahu ln 2020 telntang 

Peldoman Telknis Pelngellolaan Kelulangan Daelrah. Hal telrselbult selsulai delngan pelnellitian 

selbellulmnya yang dilaku lkan Ismail elt.al., (2023) delngan hasil pelnellitian proseldulr pelnelrbitan 

SP2D yang te llah ditelrapkan olelh Badan Pe lre lncanaan Pelmbangulnan Daelrah Provinsi 

Sullawelsi ULtara tellah selsulai delngan Pelrmelndagri Nomor 77 Tahu ln 2020. 

Sulrat Pelrtanggulngjawaban (SPJ) 

Proseldulr ulntu lk pelmbu latan SPJ ole lh Badan Pe lnanggullangan Belncana Daelrah BPBD) 

Kabulpateln Majelnel tellah selsulai delngan Pe lrmelndagri No. 77 Tahu ln 2020 te lntang Peldoman 

Telknis Pelngellolaan Kelulangan Daelrah. Hal te lrselbult selsulai delngan pelnellitian selbellulmnya 

yang dilaku lkan Ismail e lt.al., (2023) delngan hasil pe lnellitian proseldu lr pelmbulatan SPJ yang 

tellah ditelrapkan ole lh Badan Pelrelncanaan Pe lmbangulnan Daelrah Provinsi Su llawelsi ULtara 

tellah selsulai de lngan Pelrmelndagri Nomor 77 Tahu ln 2020. 
 

Kelsimpullan 

Seltellah me lnganalisis pelnelrapan siste lm dan proseldulr pelngellularan kas pada Badan 

Pelnanggullangan Be lncana Daelrah (BPBD) Kabu lpateln Majelnel, maka dapat ditarik 

kelsimpullan selbagai belrikult: Pelnelrapan siste lm dan proseldulr pelngellularan kas pada BPBD 

Kabulpateln Majelnel tellah selsulai delngan Pelrmelndagri No. 77 tahu ln 2020 telntang Peldoman 

Telknis Pelngellolaan Ke lulangan Daelrah. Tetapi, ada permasalahan yang terjadi yaitu 

terhambatnya pencairan dana dikarenakan pengajuan SP2D tidak dibayarkan. Proseldulr 

pelngellularan kas te llah dilaku lkan selsulai delngan proseldulr dalam pelratu lran pelrulndangan 

dimana ada pelmisahan tu lgas yang jellas dan adanya pe lrtanggulngjawaban u lntu lk seltiap 

pelngellularan kas se lsulai delngan pelratu lran yang belrlakul. Dalam pellaksanaan pelngellularan kas 

tellah didu lkulng delngan doku lmeln-dulkulmeln telrkait yaitu l Sulrat Pelnyeldiaan Dana (SPD), Su lrat 

Pelrmintaan Pelmbayaran (SPP), Sulrat Pelrintah Melmbayar (SPM), Su lrat Pelrintah Pelncairan 

Dana (SP2D), dan Su lrat Pelrtanggulngjawaban (SPJ). 

 

Daftar Pustaka 

 

Dewi, Z. (2021). Liquidity And Profitability And Their Effect On Use Of Working 

Capital. BJRM (Bongaya Journal of Research in Management), 4(2), 42–53 

Erina, Rasdianto, & Rambe, O. S. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. 

Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas laporan 

Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). STAR - Study 

& Accounting Research, XI(1), 1–14. www.bpk.go.id 

Hermeinda, T., Niarti, U., Nataia, N., & Meriana. (2021). Analisis Penerapan Sistem 

Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Lancar Abadi Sekawan 

Curup. Science Journa, 19(2), 49–54. 

Hutahaean, R. G. M., & Winata, E. (2020). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur 

Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Medan. CIVITAS: Jurnal Studi Manajemen, 2(2). 



8 | Bongaya Journal of Research in Management Vol. 7 No. 2 Oktober 2024 

 

 

Ibrahim, R., & Saadi, A. Bin. (2014). Analisis Penerapan Sistem Pengeluaran Kas dan 

Pelaporan Kinerja pada Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) di 

Kabupaten Pidie Jaya Oeh. SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES, 4(2). 

Indayarti, K., & anti, A. M. (2020). Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. 

Ismai, A. V., Morasa, J., & Datu, C. (2023). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur 

Pengeluaran Kas Belanja langsung Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Oeh. Jurnal Riset Akuntansi, 18(3). 

Kapoh, B., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Uang 

Persediaan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara. Jurnal Berkala Imiah Efisiensi, 21(06). 

Mahmud, R., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2016). Analisis Sistem Dan Prosedur 

Pengeluaran Kas Dengan Menggunakan Uang Persediaan (Up) Pada Dinas Sosial 

Kota Manado. Jurnal EMBA, 692(2), 692–702. 

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. UII Press. 

Masanae, W., Morasa, J., & Budiarso, N. S. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. Jurnla PPM 

Bidang EkoSosBudKum, 5(2), 243–252. 

Muyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. 

Rajab, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Kuantan Singingi. 

Juhanperak, 2(3), 390–401. 

Repubik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta. 

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Jakarta. 

Repubik Indonesia. Peraturan Menteri Daam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta. 

Repubik Indonesia. Peraturan Menteri Daam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. 

Romney, B. M., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ke-13. Saemba 

Empat. 

Rondonuwu, C. B., Iat, V., & Runtu, T. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 

Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. 

Jurnal Riset Akuntansi, 15(3), 316–323. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R & D. Afabeta. 

Susanto, A. (2018). Sistem Informasi Akuntansi. Lingga Jaya. 
  

 


